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5 — 7 Maret 2014 s :

Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK
Direlctorat Penelitian dan Pengembangan

b

lahan pengelolaan pertambangan Mineral

Renegosiasi kontrak 37 KIK dan 74 PKP2E belum terlaksana

Peningkatan Nilai Tarnbah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan bai

<

Pengerribangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial

Belurn diverbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertarnbangan
Minerba

Penatsan Kuasa Pertambangan/lzin Usaha Pertambangan belum selesai

Belum ditetapkannya seluruh wilayah pertambangan.

Kewaiiban pelaporan reguler belum dilekukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah
Kewajiban rekiamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan

Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal

Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan dan tidak
optimal sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya

B. Problem impiementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah

L

G

Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak
dilakukan di tingkat pusat, sementara implementasi nyalebih banyak dilakukan di daerah,
sedangkan pengawasan oleh pemda lemah. e

Resistens] dan pengabalan pemerintan daerah terhadap sebagian kebijakan pusat

Koordinasi pemerintah pusat-dasrah belum berialan baik
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Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

7. Bangka Belitung

8. Kalimantan Barat

9. Sulawesi Tengah

Jambi 10. Sulawesi Selatan

Sumatera Selatan

11. Sulawesi Tenggara

Kepulauan Riau : 12. Maluku Utara

10 Sulawesi Tengah

< Kepulauan Riau
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah

Sumatera Selatan

Jamby

Kalimantan Barat
Bangka Belitung
Sulawesi Tenggara
Maiuky Utara
Sulawest Selatan

Pelaksanaan Rencana Aksi

Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

7 Februari 2014
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TUWIUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif

1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan peiaporan vang
akurat dan tepat waktu.

2. Adanvyasistern pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan
produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya
tindak pidana korupsi.

3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata
kelola pertambangan minerba yang baik.

SASARAN:

1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan minerba

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

5.

Pelaksanaan pengawasan penjualan dan péngangkutan/pengapalan hasil

tambang minerba

1. Penataan izin usaha pertambangan

a.

b.

o

Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status [UP non
C&C

Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan
[UP vang tidak memenuhi syarat

Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin
Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai
upavya pencegahan korupsi

2. Pelaksanaan kewaijiban keuangzan pelaku usaha

pertambangan minerba

a

Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembavyaran
iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan
Tim OPN BPKF :

Koordinasi dan supervisi pengelolaan jaminan reklamasi dan
pascatambang

Detelsi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya
kewajiban keuangan pelaku usaha

Sosialisasi dan kampanve antikorupsi sebagai upaya
penvelamatan keuangan negara

Tidak ada lagi izin usaha
pertarnbangan minerba yang tidak
memenuhi persyaratan CnC, tidak
merniliki NPWP, IPPKH, melanggar
aturan pertanahan, tata ruang dan
lingkungan)

Seluruh pelaku usaha
pertambangan minerba melunasi
pelaksanaan kewajiban keuangan:
iuran tetap, iuran produksi, pajalk,
jaminan reklamasi, jaminan
pascatambang, Jaminan .
kesungguhan, jaminan lingkungan
dan kewajiban keuangan lainnya
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3. Pelaksanaan pengawasan produksi

pertambangan minerba

a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan
pengawasan produksi

b. Deteksi fakior dan aktor penyebab tidak
dilaksanakannya pengawasan produksi

€. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi
dalam upava pengawasan produksi

Semua pelaku usaha menyampaikan
Laporan Produksinya secara reguler

Semua Pemda melaporkan secara
reguler faporan pengawasan
produksi pertambangan di
wilayahnya '

~Semua Pemda menindaklanjuti

pemberian sanksi atas pelaku usaha
pertambarigan minerba yang tidak,
melaksanalkan good mining pratice

dan atau melanggar peraturan yang
berlaku

Tidak ada lagi PET!

4. Pelaksanaan kewajiban

pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban
pengolahan/pemurnian

Tidak ada pelaku usaha yang tidak
melaksanakan kewajiban,
pengolahan/pemurnian dan penegakan
sanksi bagi yang melanggar

b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya.

kewajiban pengolahan pemurnian

¢. Sosialisasi dan kampanye kegiatan kegiatan antikorupsi
dalarn pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian

5. Pelaksanaan pengawasan peniualan dan
nengangkutan/pengapalan hasil tambang
minerba

a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan

pengapalan penjualan dan pengangkutan/pengapalan
b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya
pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan

c. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam

pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan

Seluruh pelaku usaha menyampaikan
laporan kegiatan penjualannya dan
penegakan sanksi bagi yang melanggar

Seluruh Pernda menyampaikan faporan
pengawasan penjualan secara
bertingkat

Pemberian sanksi bagi sermua pelaku
usaha dan pihak terkait lainnya vang
terkait dengan kegiatan penjualan hasil
minerba secara ilegal
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Menyiapkan data dan informasi yang
mendukung terlaksananya kegiatan
Menyusun aturan perundang-undangan

kebijakan yang berhubungan dengan
pelaksanaan kegiatan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana aksi

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan rencana aksi

Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan
oleh Gubernur dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
di tingkat provinsi.

Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan-monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan
gubernur.

Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota.

Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yvang melibatkan
pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang
bersangkutan

Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana aksi pengeiolaan pertambangan mineral dan
batubara di tingkat kabupaten/kota




l Menviapkan data dan informasi terkait dengaﬂ
IUP vang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan
pengelolaan pertambangan mineral dan

‘batubara di tingkat Kabupaten/Kota

2. Mengimplementasikan rencana aksi dan
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana aksi pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara di tmgkax.
kabupaten/kota

o

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KAB. BINTAN

KAB. KARIMUN

KAB. NATUNA

KOTA BATAM

KOTA TANJUNG PINANG
KAB. LINGGA

KAB. KEP. ANAMBAS

- »

-

.

3

oowmgnumww




MEAAIAL PENALA BN EALR Y ROAPS]
WEPLT A THRL NG

Ly
froupai

Fersid Yih
Uatat Terampr
P T,

=
O

PROVINSI
Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
Kepulauan Riau.
Kepuiauan Riau
Kepulauan Riau
Kepulauan Riau

o =~ o U s W N

G T
I elaion Usgha

e

g i

foey

w7

AT
ol ‘ja £
4 it

e

A e oy e £
4 E R aifikst dan pony
[ T o1}

& Data pelabuhan

Kota

Cutatan

(Rt

fa JEs P AT i,
2. Dtz tsershkan paling

i

lembiat fangos 18 Febrar

Lampiran 2

Homor: B-25 10-15182/2014

Daftar Data yang Dimintakan

1, T Lt
Al elE

et Jserahan datar pen

N
[Pl

Uk 3

W

Parambangan yaeg dtxbibar gieh Gubsr
sohdan yang mencalbup lomasi mengns - Man

b : % wrrti il pahyme o
wlavah nama pemist saham, Nema

Jala jaminan ek as dan pascelambang b

i, T L U0
dan farmingl khueus winergl

i

PRLVES

5
|

pIUP taher 00 5.6 Fel

e 2008 s Feh 20

;.
{ehin

an batubara yang beroneras, G

L 3 x i
Ol (A ST

KABUPATEN/KOTA
Kab. Bintan
Kab. Karimun
Kab. Natuna

~ Kota Batam

Kota Tanjung Pinang
Kab. Lingga

Kab. Kep. Anambas
Provinsi Kepulauan Riau

Pokok Wakin Paek (HPWP dan status

STATUS PENYAMPAIAN DATA

BELUM
Sudah (Lengkap)

. BELUM -
Sudah {Bélum Lengkap}
Sudah {Lengkap) .
Sudah {Lengkap)

Sudah {Belum Lengkap) -

Sudah (Lengkap)
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4, et Produbs dan Penjualan setizp 1UP tahun 2009 sd Februan 2014

6 (et s peiabushan o

1 termal khusus ronerba di Kabupaten/data

Data yang di sampaikan Data. vang Pgriu Keterangan
Dilengkapi
i 5 Danean Usshs Partambangan yang i achitlan Gubernur Lenghkap
Provinsi Data Produbs dan Penjualan setiap 1P tahun 2009 sd Febroar 2014
DaraPelabnhan dan terrmmal husus minerba di Provina dan Kabupaten
Al Kepu}aua n 4 D el ang Reosln dam wran tebap unteh estiap (WP
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Cabiusn 2 .
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MINERAL

TOTAL |

“NON
ZCNC. |

BATUBARA

CNC

IToTAL|

BINTAN

12

20

N [

KARIMUN

40

49

w

KEP. MERANT! & KARIMUN
(RIAU & KEP. RIAU)

KOTA BATAM

KOTA TANJUNGPINANG

11

16

LINGGA

49

~|; (U

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

16 1

it

TOTAL

47

161

Summbert Ditjen Minerba KemISDM, bebruari 2014




‘ | e ] Luas Tumpang Tindih TUP dengan Kawasan Hutan {Ha)
No. Nama Provinst r o 5
: , | Hutan Lindung (HL) | Hutan Konservasi {HK) HP, HPK, HPT
1. | Kalimantan Selatan | 20.218,95 3.860,10 379.602,70
2. | Kalimantan Timur | 57.556,14 4.849,14 3.473,359,13
. 3. | Kalimantan Tengah f_ﬂ, 59.945,08 8.982,25 : 2.828.599,84 |
L 4. | Jambi W 56.204,30 5.232,63 352.573,10
| 5. | Sumatera Selatan 71.571,34 6.320,80 814.721,30
6. | Kepulauan Riau 489,51 132,95 34.617,74
7. | Kep. Bangka Belitung 28.877,49 3.095,41 136.011,79
' 8. | Kalimantan Barat 129.796,89 2.543,09 2.081.394,68
9. | Sulawesi Tengah 1 299.671,05 5,707,94 937.320,71
 10. | Sulawesi Selatan E 200.658,97 | 3.257,95 126.558,66 |
11, | Sulawesi Tenggara 7 ' 145.880,74 2.888,47 456.869,41
| 12. | Maluku Utara | 127.893,20 8.091,91 839.807,13
TOTAL 12 PROVINS! | 1.207.863,66 | 54,962,64 .| " 12.461.436,29

Pengam'*‘x lcebijakan terhadap biaya transaksi
(Kajian Perizinan SDA - Sektor Kehutanan, Litbang KPIC2013)

* |zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013}: Biaya unofficial tergantung luas, sd Rp. 15 M
«  Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup: Rp. 50 sd 100 ribu/ha

1 1,831.00 i 1,831.00 | PP-PKH

2

| I 1,834.47| 1 1,334.47 | IPPKH-OP

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut, februaii2014  |PPKH-SE  1ZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORAS!

PP-PKH PERSETUIUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
[PPEKH-0OF  1ZIN PINJAM PAKAT KAWASAN HUTAN UNTUK OPERAS]I PRODUKSI

i Nama Provins Luas Tunfipaﬁg Tindih IUP dengan KéWaéan Hutan {Ha}j
' ) Hutan Lindung (HL) | Hutan Konservasi (HK) HP, HPK, HPT
6. | Kepulauan Riau 489,51 ‘ . AB7 85 3461774
DL LI NN . SRV e

| TIDAK SATUPUN IUP PERTAMBANGAN MINERBA |
| YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG
 MENGURUS IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
GPPKH)

L




L

RenerhielUp Femeeans IUF l'i“erdr.;lﬂ:aw Terdaftar I!

NPWP | NPWP | | o e p : |

Provinsi/Kabupaten:/ jurﬁn!ah Sdh Blm di 3(anﬁw;1 di Kanwil 'T[da!( |

- IUP | Jumiah : N .| DIP Riau; DIJP |diketahui

Kota ! Teridenti| Teridenti dain Keprd [ afitigs ‘

fikasi | fikasi | |

Batam 9 9 8 1 0 g R
Bintan L 19 12 12 0 11 1, 0
Tanjung Pinang |16 12 11 i 7 4 1
Karimun |49 21 18 3 12 6 3
Lingga 1 4g 30 28 2 18 10 2
Provinsi Kepulauan Riau | 16 13 1 13 0 8 Bo.oq R

Total Provinsi Kepulauan E |

Rau | 158 97 | 90 7 56 34 7|

Sumber: Ditjen Pajak Kemenkew, Fehiuari 2014

PROVINS!I KEPULAUAN RIAU
1 lkab. Bintan perng RTRgy ¢ 0 2TenUE - iieRiHRg Prov. Riau {UU No. 25 Tahun 2002
2012 Pinang _
. No. 7 Tahun b s 3 3
2 Kab.Karimun Farcda RTRW 2012 fanjung Balai |Kab. Bintan UU No. 53 tahun 1999
3 |Kab.Natuna  [Perda RTRW ;’gigo BN < o Kab. Bintan JUU No. 53 tahun 1939
4 [Kota Batam Fersatujvan Substansi MPU Batam Kota Batam|UU No. 53 tahun 1999
g [omTanjung o eruluan Substansi MPU lanjung Kab. Bintan [UU No. 5 Tahun 2001
Pinang Pinang :
. No. 2 Tah o : 3
6 |<ab. Lingga Perda RTRW | ;3 MM baik Lingga  [kab. Bintan [UU No. 31 Tahun 2003
Kab. Kep, No. 2 Tahun ] Kab. :
7 Perda RTRW Siant UUNo.33 T 008
Anambas - 2013 s Natuna PO ah.un -

Sumber: Ditjen Tata Ruang, Kementerian PU, 2013



1 |BINTAN 20 4,111.13 | 0.8%
2 |KARIMUN AG 63,179.99] 12.3%

KEP. MERANT! & KARIMUN

. 5 i3
2 (RIAU & KEP. RIAU) 1 I eRie S84

4 |KOTA BATAM 9 24,254.001 4.7%

5 |KOTA TANJUNGPINANG 15 3,622.97 ] 0.7%

6 |LINGGA 49 118,198.43 | 23.0%

7 [PROVINS| KEPULAUAN RIAU 17 280,254.93 | 54.6% .
Total 161 513,216.65 | 100.0%

| T%E)AK SATUPUN INFORMAS! TERKAIT JAMINAN
REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG 1UP
DISAMPAIKAN KEMENTERIAN ESDM |

|
I
i
|

Sumber: Ditjen Minerha KemESDM, Februari 2014
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«  3aspek yang dikaji: kondisi tata kelola pertambangan yang baik, kondisi, pengelolaan
lingkungan hidup, dan kondisi penyertaan dampak sosial-ekonomi {pra-selama-pasca
tambang)

»  Dari 9 lokus kabupaten tambang yang dikaji, hanya satu yang mempunyai NPV (Net Present
Value) positif vaitu Kabupaten Bogor:

Moo Wabupeten

§ gl

, 155236880176 7788
81002858870 14128160
774, 1RRA4A T 4,994.7137
o 870 2088377004
328 2453752515
42 5087143059
41 54n2725301
5 58123
&
Kabuparen Tapacudt Selnan 7o Kabuparen Luvwu T
Koebupaten Mowrs L g, Kabupatorn kolska
ksbuasarc: Bongha 3 Kabupaten Minabissa
Kabupaten Retapang L Rabupaten Sembawa Berat
babuparen Banto Utermn Tl Kabupaten Helmabera Dinvuir
kabupater Nwrakan 12 Kazbuparen Bintan

BINTAN 111,782,311.10

KARIMUN 551,558,443.43
KEP, MERANTI & KARIMUN
(RIAU & KEP. RIAU)
KOTA BATAM - !
KOTA TANJUNGPINANG 58,729,262.02 4.758,454.59
LINGGA 873,206,216.29 4,549,784.15
PROVINS! KEPULAUAN '
RIAU

Total ,625,365,323.40 56,444,641.84

9522 325.44
6,978,617.98

o o vl v Mol

1,028,089,090.58 10,635,459.69

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM. Februari 2014
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P Pemda Kab/Kota ; ‘Pemda Provinsi
‘ {Bupati/Walikota} ; {Gubernur). .

¢ lenis Laporan -
+ lap Dwi Mingguan
« Laporan Bulanan

¢ Lapoan Tivailanan
* Laporan Semestaran

* Lapran RKAR

gmbtoten e et e a2

Pelaporan bersif

Batas Waktu Pelapoian:
* 30 hari kalender untuk Lap Trwulan dan semester LA
* 45 harisebeluns taluin herjalan untuk RKAB :
© 5 harikalender untuk lap dwi mingguan dal Lap bulanan :

Sankstlika Pelsporan dilanggar - sanksi administratif
(pevingatan wriuhe, peaglentian sementara, pencahutan izin

e e

AT B AT N g et e e T 1

v rebiba

Kepatuhan Pelaporans.d Jan 2013

e

manual dan belunt 13
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Ditien Minerba
Kem, ESDM
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Kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota yang

menerbitikan izin Usaha Pertambangan (IlUP) Minerba
untuk:

* Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Dinas
Pertambangan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas/Instansi terkait
lainnya di Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kanwil/Kantor
Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya masing-masing
untuk antara lain “memvalidasi nama perusahaan dan
pemilik 1UP, data produksi dan data pembayaran royalti
5 tahun terakhir (2009-2003)”

Laporan Implementasi Rencana Aksi dan Dokumen Pendukung
(hard copy dan soft copy) dikirimkan ke KPK dan Dirjen Minerba
Kementerian ESDM setiap 3 bulan (tenggat waktu: 10 Juli, 10°
Oktober, dan 10 Desember 2014) |

Untuk laperan dari Kabupaten/Kota ditembuskan ke Provinsi

Penanggungjawab Implementasi Renaksi:
Gubernur/Bupati/Walikota

PIC Pemda: Kadinas ESDM Provinsi/Kabupaten/Kota

PIC KPK: Dwi Indriastuti, Direktorat Litbang KPK
— Email: Dwilindriastut]
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